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ABSTRACT 

 
By 2022, Indonesia's Ease of Doing Business (EoDB) Index will rank 73 out 

of 40 targeted by President Joko Widodo. Achieving this target is still being 

pursued. One of them is in terms of ease of doing business, namely by integrating 

licensing services with the Online Single Submission (OSS-RBA) system. One of 

the basic requirements in applying for a business license is the existence of a 

Conformity of Space Utilization Activities (KKPR). This research aims to find out 

the problems and alternative solutions in solving KKPR licensing problems in 

Sukoharjo Regency. 

The method used is empirical legal research methods with a sociology of law 

approach. Data collection techniques are conducted through interviews, 

observations, and literature studies. Data analysis was conducted using qualitative 

methods, in accordance with the type of data collected. 

The results of this study indicate that the implementation of KKPR licensing 

in Sukoharjo Regency through the OSS-RBA system has been running in 

accordance with eight public service standards, namely the legal basis; 

requirements; system, mechanism, and procedure; completion period; cost/tariff; 

service product; number of implementers; and performance evaluation of 

implementers. For the problems encountered in the implementation of KKPR 

licensing in Sukoharjo District from the three core agencies (DPMPTSP, Land 

Office, DPUPR) involved, there are four aspects of the problem, namely 

regulations, service systems and procedures, human resources, and 

institutions/authority. Alternative solutions in solving problems in the 

implementation of KKPR licensing in Sukoharjo District include: providing 

reports to the central government regarding the obstacles faced; waiting for 

improvements or updates to the OSS-RBA system from the central government; 

validating and verifying each incoming application file in detail; facilitating 

applicants in creating polygon files, either directly or through third parties; to 

improve the ability and skills of human resources in the field of licensing 

implementation including in the operation of the OSS-RBA system; utilizing and 

maximizing existing human resources; conducting supervision, monitoring and 

evaluation of each related regional apparatus organization. 

Keywords: problems, KKPR licensing, OSS-RBA system. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Sebagai negara yang memiliki tujuan dalam menciptakan kesejahteraan 

umum bagi masyarakatnya, Indonesia wajib melaksanakan pembangunan 

ekonomi nasional berkelanjutan yang didasarkan atas demokrasi ekonomi. 

Pelaksanaan hal itu tentunya membutuhkan modal dan investasi yang bisa 

dikatakan cukup besar. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

minat pemilik modal dalam melaksanakan penanaman modal atau investasi 

yaitu kemudahan dalam pelaksanaan investasi itu sendiri. Namun tentu saja 

tidak dapat dipungkiri bahwa investor akan menemui kemudahan maupun 

hambatan yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Perbedaan tersebut 

kemudian mendorong munculnya Indeks Kemudahan Berbisnis atau Ease of 

Doing Business (EoDB), yaitu sebuah peringkat kemudahan berbisnis di suatu 

negara yang dibiayai oleh Bank Dunia dan didasarkan pada beberapa indikator 

(Asmara, T. T. P., Ikhwansyah, I., dan Afriana, A., 2019). 

EoDB Indonesia berada pada peringkat 73 dan masih jauh dari peringkat 

yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu di peringkat 40. 

Pencapaian target tersebut masih terus diupayakan, salah satu contohnya 

dengan memperhatikan indikator yang tergolong masih rendah seperti halnya 

kemudahan dalam berusaha. Untuk mendorong kemudahan dalam berusaha 

dilakukan peningkatan dalam pelayanan perizinan berusaha, salah satunya 

dengan mengintegrasikan layanan perizinan yang ada dengan sistem Online 

Single Submission (OSS), yaitu suatu pelayanan perizinan berusaha yang 

sudah terintegrasi secara elektronik dengan seluruh Kementerian/Lembaga 

(K/L) negara hingga Pemerintah Daerah di Indonesia (Hakim, A. R., 2022). 

Dasar adanya OSS ini sesuai dengan kebijakan yang termuat pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Robby, U. B. dan Tarwini, T., 

2019). Pihak terkait yang menjadi fasilitator atas kelancaran pelaksanaan 
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sistem OSS adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) wilayah setempat (Assegaf, 2019). 

Salah satu persyaratan dasar dalam mengajukan izin berusaha bagi para 

pelaku usaha adalah adanya izin lokasi yang sudah diganti dan dikembangkan 

menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sesuai yang 

termuat di dalam kebijakan terbaru Pemerintah yaitu Undang-Undang No. 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang kita kenal dengan sebutan UUCK. 

Perkembangan nomenklatur dalam pelaksanaan izin berusaha tersebut termuat 

di dalam peraturan turunan dari UUCK yaitu Peraturan Pemerintah No.21 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP No. 21/2021). 

Namun di akhir tahun 2022, tepatnya pada tanggal 30 Desember 2022, 

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu No. 2/2022) 

sebagai pengganti UUCK yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat atau 

cacat secara formil. Keberadaan Perppu No. 2/2022 tersebut mencabut 

keberadaan UUCK sehingga dinyatakan sudah tidak berlaku. Pada rapat 

paripurna tanggal 21 Maret 2023, DPR dan Pemerintah mengesahkan Perppu 

No. 2/2022 menjadi undang-undang (CNN Indonesia, 2023). 

Penetapan Perppu No. 2/2022 dimuat di dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (UU No. 6/2023). 

Adanya penggantian UUCK menjadi Perppu No. 2/2022 tersebut tidak 

mengubah kebijakan dalam pelaksanaan KKPR sebagai pengganti dalam 

pelaksanaan izin berusaha sebagaimana termuat di dalam PP No. 21/2021. Hal 

ini sebagaimana dimuat dalam Perppu No. 2/2022 Pasal 184 yang menyatakan 

bahwa semua peraturan pelaksana atau turunan dari UUCK masih tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perppu ini. 

Secara umum, permasalahan dalam perizinan KKPR ini terbagi menjadi 

empat hal yaitu permasalahan dalam Sumber Daya Manusia, kelembagaan, 

regulasi, serta sistem dan tata kerja pelayanannya (Sutaryono, 2022). Seperti 
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halnya di Kabupaten Sukoharjo yang telah melaksanakan perizinan KKPR, 

berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukoharjo pada 30 Maret 2023, diketahui bahwa dalam 

pelaksanaan perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo ditemui permasalahan 

dalam aspek kelembagaan serta sistem dan tata kerja pelayanannya. Relasi 

atau keterkaitan antara kelembagaan serta sistem dan tata kerja pelayanan 

perizinan KKPR terjadi karena adanya hubungan subjek objek yang mana 

tanpa adanya kelembagaan dalam perizinan KKPR tentu saja pelayanan 

perizinan KKPR tidak akan berjalan. Implementasi perizinan KKPR di 

Kabupaten Sukoharjo masih dirasa kurang koordinatif dan belum terorganisir 

karena tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) dari pihak-pihak yang berperan serta 

di dalam proses tersebut masih belum jelas sehingga berakibat terhadap 

jalannya sistem dan tata kerja pelayanan perizinan KKPR yang belum 

maksimal. Selain adanya informasi terkait dua aspek permasalahan tersebut, 

Penyusun juga menemukan aspek permasalahan lain yang dihadapi dalam 

pelaksanaan perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo. 

Salah satu pihak atau instansi yang terlibat dalam pelaksanaan perizinan 

KKPR di Kabupaten Sukoharjo adalah Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukoharjo, melalui instansi ini dapat diketahui jumlah permohonan izin 

berusaha khususnya dalam permohonan untuk perolehan Pertimbangan Teknis 

Pertanahan/Pertek Pertanahan/PTP terdapat sekitar 30 hingga 50 berkas yang 

masuk per bulannya sehingga hal ini dapat menjawab permasalahan dalam 

skripsi yang Penyusun susun. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang 

telah dijabarkan sebelumnya, maka lahirlah skripsi yang Penyusun tulis 

dengan judul “Permasalahan dan Alternatif Solusi dalam Perizinan 

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Kabupaten 

Sukoharjo”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja permasalahan yang ditemui dalam perizinan KKPR di Kabupaten 

Sukoharjo? 

2. Apa saja alternatif solusi yang dilakukan dalam penyelesaian 

permasalahan perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo? 

 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian ini ialah : 

a. Mengetahui permasalahan yang terjadi dalam perizinan KKPR di 

Kabupaten Sukoharjo. 

b. Mengetahui alternatif solusi yang diambil dalam penyelesaian 

permasalahan dalam perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo. 

2. Manfaat Penelitian ini adalah : 

a. Manfaat bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional (ATR/BPN), khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukoharjo: 

1) Sebagai bahan evaluasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo 

terhadap pelaksanaan perizinan KKPR dalam perizinan berusaha 

oleh pelaku usaha. 

2) Sebagai sarana dalam mengetahui permasalahan yang terjadi di 

dalam perizinan KKPR serta alternatif solusi dalam 

menyelesaikannya. 

b. Manfaat bagi akademisi, yaitu: untuk meningkatkan dan menambah 

ilmu serta pengetahuan di bidang pertanahan terutama yang berkaitan 

terkait perizinan KKPR untuk memperoleh perizinan berusaha. Selain 

itu juga untuk melatih pemikiran perorangan dalam menganalisis 

permasalahan dan solusi yang terjadi di dalam perizinan KKPR untuk 

memperoleh perizinan berusaha. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

Penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo melalui sistem 

OSS-RBA sudah berjalan sesuai dengan 8 (delapan) standar pelayanan 

publik, yaitu dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; 

jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk pelayanan; jumlah 

pelaksana; dan evaluasi kinerja pelaksana. Untuk permasalahan yang 

ditemui dalam pelaksanaan perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo dari 

tiga instansi inti (DPMPTSP, Kantor Pertanahan, DPUPR) yang terlibat 

terdapat pada empat aspek permasalahan yaitu a) regulasi; b) 

kelembagaan/kewenangan; c) sistem dan tata kerja pelayanan; dan d) 

SDM. 

2. Permasalahan beserta alternatif solusi dalam penyelesaian permasalahan 

pada pelaksana perizinan KKPR di Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan 

oleh DPMPTSP, Kantor Pertanahan, dan DPUPR yaitu sebagai berikut: 

a. Aspek regulasi. Adanya regulasi terkait moratorium di beberapa lokasi 

usaha yang diajukan dalam permohonan perizinan KKPR, maka 

DPUPR akan memberikan informasi atau peringatan terlebih dahulu 

kepada pemohon untuk menghindari keterlanjuran pemohon dalam 

membayar PNBP. 

b. Aspek kelembagaan/kewenangan. Keberadaan FPR yang hanya 

sebatas forum masih kurang kuat atau kokoh dalam pelaksanaan 

perizinan KKPR, sehingga diperlukan untuk membentuk tim lagi yang 

benar-benar bertanggung jawab akan bidang perizinan KKPR dan 

tentunya apabila sudah mendapatkan persetujuan dari pusat. 

c. Aspek sistem dan tata kerja pelayanan. Sistem OSS-RBA yang belum 

sepenuhnya siap dan sempurna dalam pelaksanaan perizinan KKPR 
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sehingga diperlukan pembaruan sistem oleh pusat. 

d. Aspek SDM. Pelaku usaha yang tidak bisa atau kesulitan dalam 

membuat peta polygon sebagai salah satu persyaratan dalam 

pendaftaran perizinan KKPR, maka difasilitasi dalam pembuatannya 

baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Selain itu, untuk 

SDM instansi pelaksana yang masih kurang dalam pelaksanaan 

perizinan KKPR maka diatasi dengan memanfaatkan dan 

memaksimalkan tenaga pelaksana yang ada. 

 
B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penyusun dapat memberikan 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Sistem dan tata kerja pelayanan dalam perizinan KKPR harus dikaji 

kembali oleh Pemerintah Pusat agar dapat menghasilkan kualitas 

pelayanan yang tepat dan benar, baik dari sisi petugas pelaksana maupun 

pemohon. 

2. Sifat sistem OSS-RBA yang masih terbatas diharapkan mampu menarik 

perhatian Pemerintah Pusat untuk segera melakukan pembaruan atau 

perbaikan sistem secara bertahap agar pelaksanaan perizinan KKPR lebih 

maksimal dan tidak menemui kendala. 

3. Untuk meminimalisasi terjadinya permasalahan, maka perlu diadakannya 

kegiatan pengawasan, monitoring, dan evaluasi dari setiap instansi terkait 

secara rutin. 
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